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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama satu dekade terakhir mengalami
peningkatan cukup tinggi akibat dari lemahnya kontrol dan implementasi program
Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, laju pertumbuhan
penduduk Indonesia sebesar 1.49% per tahun, hal ini menggambarkan bahwa pada era
orde reformasi pertumbuhan penduduk tidak terkendali, bahkan ada provinsi yang
pertumbuhan penduduknya di atas 3%, penduduk Indonesia selama 10 tahun terakhir
bertambah sebanyak 32,5 juta jiwa (Buletin Kencana, 2012). Sebagai gambaran jika
pertumbuhan penduduk 2% per tahun maka setiap tahun pertambahan penduduk
mencapai 4,6 juta jiwa, hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura. Dalam 5 tahun
mendatang maka pertambahan penduduk mencapai 23 juta jiwa, ini berarti pada tahun
2014 jumlah penduduk Indonesia mencapai 253 juta jiwa. Kalau pertumbuhan penduduk
3% maka pertambahan penduduk setiap tahun mencapai 6,9 juta jiwa. sehingga jumlah
penduduk pada tahun 2014 mencapai 265 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk yang
kurang terkandali mengakibatkan berbagai persoalan sosial ekonomi, scperti penyediaan
pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, papan dan pangan,
kemiskinan dan lingkungan.

Pada era otonomi daerah sebagai hasil implementasi kebijakan desentralisasi, ada
pergeseran prioritas pembangunan dalam bentuk kecenderungan pengabaian program KB
(Lestari, 2012). Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapat 237.6 juta jiwa

dan jumlah tersebut diprediksi akan meningkat menjadi 450 juta jiwa di tahun 2045 Jika



kita mengacu pada pertumbuhan penduduk 3% maka jumlah penduduk tahun 2025
sebanyak 341 juta jiwa. Prediksi ini tentu menjadi peringatan cukup keras dimana
program KB pada masa Orde Baru yang dinilai cukup berhasil dan menjadi rujukan
berbagai negara lain, namun kini mengalami penurunan dan membahayakan stabilitas
nasional.

Indonesia sekarang menampati posisi keempat setelah China, India, dan Amerika
Serikat dalam hal jumlah penduduk. Ada banyak perbedaan antara Indonesia dengan
ketiga necgara tersebut. Meskipun jumlah penduduk banyak, namun negara-negara
tersebut juga memiliki wilayah yang jauh lebih luas dibanding Indonesia. Hal lain yang
terpenting adalah bahwa negara-negara tersebut memiliki perkembangan ekonomi yang
cukup pesat dan menjadi raksasa ekonomui dunia

Terjadi kesenjangan dalam perekonomian Indonesia yang terlihat dari tak adanya
perubahan  signifikan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dimana jumlah
pengangguran sampai Agustus 2012 mencapai 7,24 juta orang, jumlah penduduk miskin
29,13 juta orang, serta indeks rasio gini naik 0,33 pada 2004 menjadi 0,41 pada 2011
artinya 41% aset dikuasai 1% penduduk sementara 99% penduduk hanya menguasai 59%
aset (Jefriando, 2013).

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dapat menghambat pembangunan,
schingga pemerintah perlu mencermati hal tersebut. Diperkirakan penduduk Indonesia
mencapai 247.5 juta orang tahun 2015 dan menjadi 273 juta pada 2025. Pertumbuhan
penduduk yang pesat dikhwatirkan akan menyebabkan kesenjangan semakin parah.
Sehingga permasalahan kependudukan menjadi perhatian penting dalam pembangunan di

[ndonesia.



Berbagai pihak menilai bahwa fenomena imi terjadi sclam karena pengaruh
perubahan sosial, ekonomi dan politik. juga diakibatkan olch kontrol yang lemah
terhadap program KB secara nasional sampar tingkat dacrah. Semenjak reformas
bergulir, perhatian terhadap masalah kependudukan sangat kurang, termasuk program
KB. Hal ini berbeda dengan Gerakan KB nasional selama periode tahun 1980-1998 yang
menjadi masa puncak keberhasilan pelaksanaan KB sechingga keberhasilan Indonesia
diakui oleh dunia internasional, dan mencrima Population Award dart UNFPA. KB
bukan saja menjadi program pemerintah, namun sudah merasuk menjadi pemahaman dan
perilaku masyarakat.

Otonomi1 daerah membenkan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk
mengatur urusannya sendiri. Masalah kependudukan merupakan salah satu persoalan
yang menjadi kewenangan daerah. Akibatnya terjadi perbedaan di antara berbagai daerah
mengenai penanganan persoalan kependudukan. Tidak ada lagi kelembagaan yang kuat
dari pusat sampai ke daerah yang menangani persoalan pengendalian penduduk. Urusan-
urusan yang diserahan kepada daerah tersebut juga belum tentu ditangani dengan baik
oleh pemerintah daerah.

Lembaga pelaksana program KB pada masa Orde Baru berbentuk sebuah badan
koordinasi yang bersfiat nasional dan memiliki cabang di daerah yang terjalin dalam
koordinasi kelenbagaan yang sangat erat. Kebijakan, pelaksanaan program KB dan
evaluasi serta sumberdayanya dapat dikontrol sccara nasional melalui BKKBN.
Kebijakan telah ditetapkan secara nasional dan berlaku sampai tingkat daerah.
Sumberdaya terdistribusi merata dart tingkat pusat sampai daerah serta pelaksanaan

terkoordinasi secara sinergis dari pusat sampat daerah. Program KB juga mendapatkan



dukungan penuh daii pemerintah melalui berbagar media informasi (Hadjon er al, 2002:
105).

Setelah reformasi, diterapkan prinsip desentralisasi yang menempatkan urusan KB
sebagai kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan kelembagaan KB sangat beragam di
setiap daerah tergantung dari kebijakan pimpinan daerah. Dengan demikian, keberhasilan
progr.am KB sangat tergantung dan kemampuan dan fokus kebijakan masing-masing
daerah, serta tidak mudah disinergikan secara nasional.

Meskipun dar segi substansi program KB masth tetap dyalankan di daerah,
misalnya dengan alat kontrasepsi, obat-obatan atau dengan mengatur perilaku hubungan
suami istri, akan tetapi program KB tidak menjadi lebih efektif. Persoalan terjadi pada
struktur kewenangan yang dijalankan melalui kelembagaan. Setelah dihilangkannya
kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah,
urusan KB diserahkan sepenuhnya pada daerah dan tidak semua daerah memiliki
kelembagaan yang khusus menangant KB. Masing-masing daerah menempatkan urusan
KB di satuan kerja yang berbeda-beda, di antaranya bahkan menjadi urusan sampingan
yang dipandang tidak sepenting urusan-urusan yang lain.

Lemahnya kontrol program KB dan lembaga yang berwenang mengenai urusan
tersebut membuat program KB secara nasional menjadi melemah dan tidak terkontrol.
Namun demikian secara politis pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan langsung
dalam urusan tersebut. Pembenahan persoalan kelembagaan pelaksana program KB perlu
dimulai dari tingkat daerah. Pemerintah pusat hanya bertugas memberikan dukungan
sementara pelaku utamanya tetaplah pemerintah daerah. Oleh sebab itu, peran pemerintah

daerah, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi sangat besar dalam  melakukan



pembenahan kelembagaan KB untuk mengoptimalkan keberhasilan program KB. Dengan -
demikian masing-masing daerah perlu melakukan berbagai upaya terobosan dalam
penataan kelembagaan KB.

Jawa Tengah merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di
Indonesia, setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Penduduk Jawa Tengah sebesar 14 persen
dari jumlah penduduk Indonesia. Menurut data BPS berdasarkan Susenas. tahun 2009,
jumlah rumahtangga mengalami penurunan dari 8.48 juta pada tahun 2007 menjadi 8.45

juta pada tahun 2008 atau berkurang sebesar 0,29 persen. Namun demikian rata-rata

penduduk per rumahtangga mengalami peningkatan dari 3,8 menjadi 3.9 jiwa. Hal
terscbut menunjukkan meningkatnya jumlah anggota rumah tangga. Data lain juga
menunjukkan bahwa dari 32,3 juta jiwa penduduk Jawa Tengah, sekitar 24% merupakan
usia produktif dimana diperkirakan 5-10 tahun ke depan akan terjadi peningkatan
Pasangan Usia Subur (PUS) yang berpotensi meningkatkan jumlah kelahiran (Buletin
Kencana, Edisi 21 Tahun VII, Januari — Maret 2012).

Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk di Jawa Tengah
sebanyak 32.380.687 jiwa dengan LPP sebesar 0,37% (terendah di Indonesia) dan angka
Total Fertility Rate (TFR) tahun 2007 di kisaran 2,3 (Kencana Edisi 21 Tahun VII 2012).
Jumlah wanita usia subur yaitu usia 15-49 tahun, di Jawa Tengah mencapai 72,74% dari
total jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, 63,67% menggunakan alat kontrasepsi,
sedangkan yang tidak menggunakan sebesar 19.07% dan scbesar 17,26% menyatakan
tidak pernah menggunakan alat KB (Buletin Warta Keluarga Berencana, No. 3 Triwulan

[T Tahun 2012).



Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahur 2010 TFR Jawa Tengah adalah 2.3
pnamun di tahun 2012 berdasarkan Survey Demogralt dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
angka tersebut meningkat menjadi 2.5, sementara tingkat nasional sebesar 2.6. hal
tersebut berarti bahwa terdapat penurunan kinerja KB di Jawa Tengah meskipun masih
sedikit di atas rata-rata nasional. Dibutuhkan kerja keras untuk mencapar target
MDG'’s yaitu sebesar 2,1 pada tahun 2015 (BKKNB Jateng, http://jateng.bkkbn.go.id).

Kinerja tersebut tentu sangat dipengamhi oleh para pelaksana program KB di
daerah yang tentunya tidak lepas dar dukungan kebijakan dan sumberdaya dari pimpinan
daerah serta kesadaran masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program KB sangat
dipengaruhi oleh bagaimana kewenangan, dana dan SDM dialokasikan. Kebijakan
pemerintah daerah tentunya menjadi sangat panting dalam keberhasilan program KB
melalui alokasi kewenangan, SDM dan anggaran tersebut. Akan tetapi sangat
disayangkan bahwa tidak semua daerah memiliki komitmen tersebut, sebagian
kelembagaan KB dicampur aduk dengan urusan lain, anggaran kecil dan sumberdaya
manusia kurang memadai. Bahkan petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB) di Jawa Tengah masih mengandalkan tenaga lama pada masa Orde Baru. dapat
dikatakan hampir tidak ada daerah yang melakukan perekrutan tenaga PLKB baru untuk
menggantikan yang lama (sebagian mereka pensiun, pindah tugas). Dengan demikian
terjadi kekurangan tenaga PLKB scbagai ujung tombak pelaksanaan program KB di
daerah.

Persoalan tersebut pada prinsipnya karena lemahnya pelaksanaan dan evaluasi
terhadap program KB yang terjadi sejak masa pasca reformasi. Lemahnya pelaksanaan

dan evaluasi disebabkan oleh lemahnya kelembagaan KB yang bertanggungjawab



-tér‘hadap'kebcrhasilu.n KB beserta sumberdaya yang dibutuhkannya. Pelaksanaan

prograim KB pasca reformasi memang mengalami kemunduran karena berbagai faktor
mulai dari politis sampai operasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Menten
Keschatan (http://www.antaranews.com Menkes: program KB gagal, Selasa, 9 April
2013) menilai bahwa program Keluarga Berencana telah gagal, karena angka fertilitas di
Indonesia tidak menurun seperti yang diharapkan. Angka fertilitas Indonesia selama 10
tahun terakhir di sekitar 2.6 dari yang seharusnya pada 2014 menjadi 2,1 sesuai dengan
target MDG's. Kendala yang paling dirasakan adalah terkait dengan dukungan kebijakan,
kelembagaan yang bervariasi serta tidak fokus dan kurangnya sumberdaya sehingga
meninbulkan dampak menurunnya tingkat koordinasi antar sektor (Buletin Kencana,
Edisi 21 Tahun VII, Januari — Marct 2012).

Untuk itu, diperlukan upaya penguatan dan optimalisasi kelembagaan KB sebagai
penggerak pelaksana KB di daerah. Kenyataan saat ini, bentuk dan kewenangan lembaga
pelaksana program KB masih sangat bervariasi. Selain bervariasi, dualisme kewenangan
di tingkat provinsi juga masih terjadi. dimana dalam struktur Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah urusan KB kini ditangani oleh satuan kerja berupa Badan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), di sisi lain terdapat
perwakilan BKKBN tingkat Provinsi yang tugas dan fungsinya sama. Di kabupaten/kota
bentuk kelembagaan sangat beragam, ada yang fokus terhadap KB, di sisi lain ada yang
digabungkan dengan berbagai urusan lain seperti pemberdayaan masyarakat dan
ketahanan pangan, sementara sebagian besar menggabungkan urusan KB dengan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



" ™ Gebagai upaya pembenahan kelembagaan KB, pemcrintah sebenarnva iclah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden Nomor
62 Tahun 2010 yang salahsatu isinya mengatur tentang lembaga pelaksana KB di dacrah.
Aturan tersebut sebetulnya telah mengamanatkan bahwa di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) yang
memiliki koordinasi dan jaringan fungsional dengan BKKBN. Untuk menindaklan}uti hal
tersebut, maka diperlukan upaya penataan kembali kelembagaan KB di Jawa Tengah dari
tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota (www.suaramerdeka.com, Kelembugaan KB di
Jateng Akan Ditata, 08 Januari 2012,). Penataan kelembagaan tidak saja terbatas pada
penataan satuan kerja perangkat daerah yang mengurusi KB, juga terjadi pada petugas
lapangan atau penyuluh KB (PLKB) serta kelembagaan masyarakat (partisipasi
masyarakat) sebagai mitra kerjanya.

Mitra kerja pelaksanaan program KB sangat diperlukan baik terhadap sesama
lembaga pemerintah, LSM, lembaga profesi maupun lembaga masyarakat lainnya. Hal
tersebut telah digagas oleh BKKBN Jawa Tengah melalui kerjasama dengan Muslimat
NU (Buletin Kencana, 2012, Edisi 21 Tahun VII, Januari-Maret 2012). Konsep kemitraan
inilah yang merupakan salah satu isu penting dalam membangun keberhasilan KB di era
demokratisasi ini. Dengan demikian penataan pelaksanaan program KB menyangkut
penataan kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, serta kemitraan yang sinergis dengan
lembaga dan organisasi masyarakat.

Deskripsi di atas memerlihatkan terjadinya pergeseran orientasi dan prioritas
pengembangan kelembagaan KB, baik di Jawa Tengah maupun juga diduga di tingkat

nasional. Di era otonomi daerah diduga terjadi perubahan atau pergescran politik



iy it schingga  diperlukan  analisis “inendalam  terhadap berbagar tfakta dan
del'nog] 55

gecenderungan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Program KB sebagaimana telah dicanangkan semenjak Orde Baru telah terbukti
efektivitasnya dalam pengendalian jumlah penduduk. Pascareformasi seiring dengan
perubahan dan dinamika politik, maka kelembagaan pelaksana KB juga mengalami
perubahan. Jarak kewenangan dan kontrol yang semakin longgar menjadikan program
KB kehilangan daya jangkau yang luas terhadap masyartakat. Dalam konteks itu,
pertanyaan utama dalam penelitian in1 1alah bagaimana perkembangan kelembagaan
Program Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah di era otonomi daerah
(pascareformasi) dipandang dan perspektit politik demografi. Dar pertanyaan in1 dapat
dijabarkan ke dalam pertanvaan:

a. Bagaimana format kelembagaan Program Keluarga Berencana di Jawa

Tengah?
b. Bagaimana implikasi politik demografi pengaturan kelembagaan Keluarga

Berencana di Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian
a. Mendeskripsikan dan menganalisis format kelembagan program Keluarga
Berencana di Jawa Tengah.
b. Mendesknpsikan dan menganalisis implikast polittk demografi pengaturan

kelembagaan Keluarga Berencana di Jawa Tengah.



- 4. Kontribusi Penelitian

a. Secara akademis, hasil penelitian diharapkan dapat memerkaya kajian politik
demografi dalam konteks pergeseran rezim dari sentralistik menuju
desentralistik.

b. Secara praktikal, rekomendasi penelitian ini dapat menjadi pemerkaya

agenda kebijakan yang didasari oleh perspektif politik demografi yang baik.

1.5. Luaran Penelitian

Luaran penelitian adalah publikasi ilmiah yang dimuat di dalam jurnal internasional.

1.6. Tinjauan Pustaka
a. Program KB

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia
setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah
ketiga negara tersebut, luas daratan Indonesia tergolong kecil. Sehingga dikhawatirkan
daya dukung lingkungan kedepan tidak sanggup memberikan dukungan bagi kehidupan
vang layak. Dengan demikian, pengendalian pertumbuhan penduduk sangat diperlukan.
Oleh sebaab itu, semenjak Orde Baru Pemerintah Indonesia telah melancarkan Program
Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk dengan
menganjurkan setiap keluarga cukup dengan memiliki 2 (dua) orang anak. Selain sebagai
pengendalian  jumlah penduduk, tentunya pengendailan jumlah anak  bertujuan

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anak.



